
 

pp       

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam              

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang           

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan 

Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan 

dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 

dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis 

Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun  

Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 

Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer 

ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur 

Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/176/013/2025 tentang 

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, 

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ 

tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian 

Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 

dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: B/1043/M.SM.01.00/2025 

tanggal 7 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Penyesuaian 

Jadwal Pengangkatan CASN T.A. 2024, serta untuk 

melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Malang 

Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,    

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12    

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan    

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2        

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1        

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12           

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan             

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan            

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

17. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019     Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 
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27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 630); 

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 

tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis 

Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan 

Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan 

Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 

Anggaran 2025; 

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 

dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

31. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur 

Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/176/013/2025 tentang 

Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; 

32. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 

100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2           

Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta 

Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang   

Tahun 2022 Nomor 2 Seri D); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6          

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022     

Nomor 6 Seri A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 8 Seri A); 

37. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2024 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 32 Seri D); 

38. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 189 Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI MALANG NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.  

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 

sebesar Rp5.021.475.137.837,00 (lima triliun dua puluh satu miliar empat ratus 

tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh 

rupiah) berkurang sebesar Rp33.078.951.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh 

puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga 

menjadi Rp4.988.396.186.837,00 (empat triliun sembilan ratus delapan puluh 

delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam 

ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan Daerah: 

1. Semula Rp 4.861.511.340.737,00 

2. Berkurang Rp (33.078.951.000,00) 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

Perubahan Rp 4.828.432.389.737,00 
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b. Belanja Daerah:  

1. Semula Rp 5.021.475.137.837,00 

2. Berkurang Rp         (33.078.951.000,00) 

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 4.988.396.186.837,00 

Defisit setelah Perubahan Rp  159.963.797.100,00 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah: 

a)  Semula Rp  169.963.797.100,00 

b)  Bertambah/(Berkurang) Rp                                  0,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 

setelah Perubahan Rp  169.963.797.100,00 

2.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 

a)  Semula Rp  10.000.000.000,00 

b)  Bertambah/(Berkurang) Rp                               0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

setelah Perubahan Rp  10.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp  159.963.797.100,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah  

Perubahan Rp                            0,00 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, 

dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

b. Lampiran II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Hibah; dan 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Sosial. 
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Pasal 3 

 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 26 Maret 2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 26 Maret 2025 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 
] 

NURMAN RAMDANSYAH 

  

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 4 Seri A 

 


